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Terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat telah 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Barabai guna untuk memutuskan 

ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang sedang menjalani masa 

tahanan. Namun di dalamnya tidak terdapat mediasi sebagaimana yang 

diwajibkan dalam semua perkara untuk menempuh persidangan sesuai dengan 

Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan 

untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam 

memutuskan perkara cerai gugat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb yang mana 

tergugat berstatus sebagai narapidana, dan juga untuk mengetahui analisis yuridis 

terhadap persidangan tanpa melalui mediasi dalam putusan tersebut.  

Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum normatif. Menggunakan 

pendekatan kasus deskriptif kualitatif. Menggunakan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum 

menggunakan cara sistematisasi dan deskripsi.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pertimbangan 

hukum dalam putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb tentang perkara cerai gugat 

yang suaminya seorang narapidana. Hakim mempertimbangkan bahwa mediasi 

tidak dapat dilaksanakan, namun hakim tetap berusaha menasihati penggugat 

tetapi pengggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai. Majelis hakim juga 

memutuskan perkara ini secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selama proses persidangan 

tergugat tidak pernah hadir dikarenakan tergugat adalah seorang narapidana dan 

sedang dalam masa tahanan. Majelis hakim memutuskan tergugat tidak hadir 

berdasarkan alasan yang sah, Sedangkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi narapidana tidak termasuk dalam alasan yang sah tersebut. Hal ini 

menyebabkan terjadinya kekosongan hukum disebabkan tidak adanya mediasi 

dengan alasan yang sah tersebut. 

 


